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Abstract
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A.. Fendahuluan

Hukum Islam membedakan antara Ahlul Kitab dan Musytik, walaupun status
keduanya sama-sama kafir*. Para ahli hukum Islam (Juqaha'lfaqtB) membedakan
keduanya atas dasar ayat «Datt helumlah orang-orang kafir dart ahlul kitab dan mu^rik
itupercaya sebelum datang kepada mereka sebuah heteranganjang nyat(2y> Menurut fukaha,
Ahlul Kitab adalah mereka yang menerima kitab, seperti Yahudi dan Nasrani,
sementara Musyrik adalah mereka yang tidak punya agama, yaitu para penyembah
berhala, arwah, pepohonan dan Iain-lain^.

Fukaha berbeda pendapat tentang SabPah (penyembah bulan dan bintang)
Han Majusi (penyembah api). Menurut Mujahid (w. 104 H./722 M.), Sabi'ah adalah
segolongan Ahlul Kitab juga yang membaca Zabut Demikian pula menurut Abu
Hanifah (Kufah-Baghdad, 80-150 H./699-767 M.), tetapi ia menambahkan bahwa
Sabi'ah golonganAhlul Kitab yang menyimpang sepertiYahudi dan Nasrani. Adapun
Majusi, menurut Abu Tsaur (w. 240 H./854 M.), juga termasuk Ahlul Kitab, sebab
mereka mengakui membayar jizyah seperti Yahudi dan Nasrani"*. Demikian juga
menurut Daud Zhahiri (w. 270 H./883M.), karena mereka halal dinikahi seperti
Ahlul Kitab^. Sementara menurut Syafi'i (Gaza-Kairo,150-204 H./767-820 M.) dan
Hanbali (Baghdad, 164-241 H./780-855 M.) bahwa Majusi dan Sabi'ah bukanlah
bagian Ahlul Kitab®. Namun demikian di beberapa pembahasan, mereka
memasukkan Majusi dan Sabi'ah dalam golongan Ahlul Kitab.

Makna non-muslim H{<1am artikel inimerujuk kepada Ahlul Kitab sebagaimana
yang disepakati oleh fukaha. Adapun bahan yang dijadikan sumber kajian dalam
tulisan ini ialah empat madzhab ortodoks Sunm yang, sebagaimana kita akan lihat
nanti, memberikan hukum yang saling berlainan terhadap non-muslim.

B. Konsep Dasar: Ddr al-lsldm dan Ddr al-Harb
Nabi Muhammad saw. berhasil membangun komumtas muslim cukup kuat di

Madinah. Beliau menaklukkan suku-suku dan daerah di sekitamya agar tunduk di
bawah kekuasan Islam. Tahap selanjutnya, perkembangan Islam sangat pesat pada
abad-abad pertama Hijriyyah melalui penaklukkan-penaklukkan yang dilakukan oleh

1 Dalam kitab-kitab fikih, para Fukaha sering menyebut Ahlul Kitab dan kafir. Kafir di sini
memiliki pengertian yang umum, yaitu bisa musyrik dan kafir atab.

' QS.Al-Bayyinah/ 98;1.
2Sayyid Sabiq (1409/1988), Fiqh Smnah, BeirutDarul Fikr. Jilid. II,p. 91.
^Sabiq, Jilid. II, p. 92.
•» Abd Rahman al-JazM (1987/1406), Kitab al-Fiqb'AlaMad^abiat-Arha'ab,VJilid, Beirut Daral-

Fikr,Jilid.VI, p. 75.
^Sabiq, op.at.,ykd. II, p. 93.
Bat Ye'Or (1980), he Dbimmi: Profitde I'Opprime en Orient et enAfrique du Nord Depuis la Conquete

Arabe, Paris: Anthropos,pp.23-25.
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bala tentara Islam. Daerah kekuasaan dan taklukan Islam yang begitu luas telah
menimbulkan mas^ilab sendiri: di satu sisi tentang status dan hubungan non-muslim
yang hidup di daerah kekuasaan umat Islam. Dan di sisi Iain, keberadaan umat Is
lam, yang masih minotitas kala itu di tengah masyarakat Kristen dan Majusi,
membutuhkan perangkat hukum yang jelas. Oleh karena itu, para penguasa dan
fukaha, yang terinspirasi oleh Alquran dan Sunnah, mengatur hubungan antara
muslim dengan penduduk asli yang tunduk pada penguasa Islam^.

Fukaha membagi dunia ini menjadi 2 wilayah politik-agama: Ddr al-hldm,
daerah Islam dan Ddr a/-Harh, daerah perang. Ddr al-hldm adalah wilayah yang
dikuasai umat Islam, sementara Ddr al-Harb adalah wilayah di luar kekuasaan Is
lam®.. al-Isldm juga berarti wilayah di mana hukum islam diterapkan kepada
penduduknya. Sementara di dalam Ddral-Harb hukum Islam tidak berlaku. Ddral-
Isldm selalu Halatn keadaan perang dengan Ddr al-Harb. Keadaan permusuhan itu
takakqn berhenti, hingga Ddral-Harb tunduk kedalam Ddral-lsldn^. Dalam keadaan
perang seperti itu, ada tiga tawaran yang diajukan pihak Islam kepada non-muslim:
masuk Islam, dibunuh, atau tunduk kepada penguasa Islam dengan membayar
jizyah'".

Bagi non-muslim yang tidak maumasuk Islam dantak tunduk kepada otoritas
penguasa Islam dinafnakan harbi (musuh). Wilayah tempat tdnggal mereka dinamakan
Ddral-Harb. Tidak ada jaminan keamanan bagi harbi, tidakjugahidup dan hartanya,
singkatnya tok ada perlindungan hukum baginya". Mereka inilah yang disebut di
atas dalam keadaan permusuhan terus-menerus dengan Ddr al-lsldm.

Sementara bagi non-muslim yang tundukpadapenguasa Islam, mereka tinggal
di Ddral-lsldm dengan syarat membayar jizyah. Para fakih mendasarkan pendapatnya
pada firman Allah <sPeran^lah merekayang tidak beriman kepada Allah .. .hingga mereka

^al-Jaai^ op.dL,]i^d.VI,p. 199.
®HerveBleuchot (2002), DroitMusulmem,Mx.-&i-^to\enct: Presses Universitaires d'Aix Marseille,

Jilid. n, p. 589.
' BerdasatkanhadlsNabi«Jika kamu bertemu denganmusuh orangkafir ajakmerekamasxjk

islam, jika mereka menjawab, cukuplah itu,jika tidak maumasuk islam, suruhmereka membayar jizyah,
jika mereka mentaati, cukuplah itu, jika tidak juga, bertawakkallah pada Allah danbimuh mereka. Tapi,
Jikamereka maumasuk islam ataubayarjizyah, cukuplah bagjmu.»

"Joseph Schacht (1999), Introduction au Droit Musulman, penteqemah PaulKempf danAbdel
MagjdTurki,Patis;Maisonneuve&Larose,p. 112.

" QS.al-Taubat/9:29.
" Besamya jizyah adalah 1dinar, seperti riwayat Muadz bahwa Rasulullah menyuruhnya, kelika ia-

akankeYaman, imtukmemintasetiaporangdewasa diYaman 1 dinaratausebanding dengansatubaju
yaman. LihatSabiq, Jilid. Ill, p. 64. Namunadapendapat lainmengatakan bahwa jizyah bagi yang
miskin sebesar 1dinar(12ditham), bagi kelas menengah 2dinar(24dirham) bagi yang kaya 4 dinar(48
ditham) lihatC.H.Becker,"Djizya"(1913), dalamEn^clopedie de llslam, dieditolehM.Th. Houtsma,R.
Basset, TVK Arnold dan R. Hartmann, Leiden dan Paris: EJ. Brill dan Picard, p. 1082.
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memhayar Jizyah, berasal dan kata artinya sejumlah uang yang
dibayarkan kepada penguasa wilayah umat Islam {Dar al-lslamf^. Siapa saja yang
membayar jizyah maka disebut ahl d^mmah^^.

al-Jurjani mengatakan bahwa D^mmah secara bahasa adalah perjanjian^^. Ibn
Manzhur menjelaskan bahwa makna D^mmah adalah perjanjian, keamanan, jaminan,
kehotmatan dan hak. Subyek d^mmab dinamakan ahld^mmah, karena mereka masuk
dalam, perjanjian keamanan dengan kaum mushmin. Abu TJbayd berkata d^immah
adalah keamanan sebab diberikan keamanan terhadap ahld^immah yang diambil
darinya jizyah'®. Jadi, Ahl d^immah adalah mereka yang membayar jizyah dengan
mengadakan ikatan perjanjian patuh dan tunduk kepada penguasa umat Islam. Yang
membayar jizyah adalah lelaki dewasa. Adapun petempuan, anak-anak dan orang
tua tidak dikenakan jizyah.

Ahl dt^immah tinggal bersama-sama dengan umat Islam lainnya di Daral-hldm,
dan berlaku hukum Islam pada diri mereka, sebagaimana berlaku bagi diri setiap
umat Islam", penerapan itu benar-benar bersifat tedtotial, artinya hukum Islam itu
tidak diterapkan kecuali bagi mereka yang tinggal di negara Islam {Ddr al-lsldnTf^.

Namun, mengenai siapa yflug disebut ahl d5(ipif^ah, fiikaha berbeda pendapat.
Menurut Syafi'i hanya Ahlul Kitab dan Majusi saja yang boleh menjadi ahl d^mmah,
adapun Musyrik, yaitu penyembah berhala tidak diterima sama sekali". Menurut
Hanbali, selain Ahlul Kitab, Majusi dan Samira juga dapat menjadi ahl d^mma^^.
Sementara menurut Malik (Madinah, 94-179 H./716-795 M.) dan Hanafi musyrik
pun bisa menjadi ahl d^mmaB"^. Selain harbi dan d^mmi, ada bentuk ketiga yaitu
mustakmin. Mustakmin adalah harbi yang dijamin oleh seorang muslim mukallaf,
baik lelaki atau perempuan, agar dapat tinggal di Daral-lslam dan dia tidak membayar
jizyah^.

" Sabiq, op.cit., p. 65.
" 'Ali ibn Muhammad al-Juijani (1978), Kitab ai-Ta'tifat. Beirut: Maktabat Lubnan, p. 112.

Ibn Mandzhm (tanpa tahun), Lira//Beirut; Dar al-Ma arif^ Jilid III, pp. 1517.
Hasan al-Mimmi (1998), Ahld^mahFial-Hadlaratal-hiarn '̂al,^6iMt Dar al-Gharb al-Islanu,

p. 27.
" Louis Millot dan Frangois-PaulBlanc (1987), Jntroduciiondi'EtudeduDroitMusulman, Pads: Sirey,

p. 226.
Muhamad Ibn Idas al-Shafi'i (tanpa tahun), al-Umm, (ed.) Muhammad Zuhri al-Najjar, Beirut:

Dar al-Ma'rifat,Jilid. p. 174.
" Shamsuddin Ibn Qudamah"(tanpa tahun), alSharh al-Kabir, BeirutrDar al-Fikr,Jilid. V, p. 604.
^ Sabiq, op.cit., p. 67, Uhat juga Baber Johansen (1999), "The Muslim Fikh as aSacred Law.

Reli^on, Law and Ediics in aNormative System," dalam Contin^n<yinSacredLaw: LegalandEthicalNorms
inthe Muslim Fikh,3-72p,Leiden; Brill, p. 68.

Schacht, op.cil., p. 112.
22 Lihat Shamsuddin al-Sarakhsi (1994/1414), alMabsut, XXX JiUd, Beirut: Dar al-Kutub al-
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C Piukum lslamjangDikrapkan kepada non-Mtislim
Seperti telah dinyatakan di atas bahwa ahl d^immah (selanjutnya disebut non-

muslim) yang hidup di Ddral-lsldm berlaku hukum Islam bagi mereka. Di bawah ini,
akan dipaparkan beberapa contob bagaimana hukum Islam diterapkan bagi non-.
muslim.

1. Pemikahan dengan non-Muslim
Para fakih 4 madzhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali sepakat bahwa

laki-Iaki muslim dapat menikahi perempuan non-muslim, sementara laki-laki non-
muslim tidak bisa menikahi perempuan muslim selamanya^. Fukaha mendasarkan
pendapataya pada QS. al-Ma'idah 5:5 ..Dan makanan AhlulKitab halal bagi kalian,
dan makanan kalian halalbagi mereka, begitujuga menikahi wanita muslimahjang muhshan
dan wanitamuhshandariAhlulKitab..." Namun, Maliki memakruhkan menikahi wanita
non-muslim yang tinggal diDdral-lsldm. Alasan Malik, sebab perempuan non-muslim
itu makan babi dan minum khamar yang akan mempengaruhi anak yang
dikandungnya^"^. AdapunHanafidan Syafi'i memakruhkan menikahi perempuan non-
muslim yang tinggal di Ddral-HariP-^.

Hukum keluarga yang digunakan bagi wanita non-muslim yang menikah
dengan pria muslim ialah hukum Islam. Jadi, masalah talak, ruju', khulu', nafkah

kebolehan menikahi 4 perempuan, waktu dan giliran antara isteri, semuanya
betdasarkan hukum Islam sebagaimana yang berlaku bagi wanita Islam^®.

Secara sosiologis, pelarangan menikahi wanita muslim oleh pria non-muslim
dapat dipahami, karena jumlah wanita muslimah yangsangatsedikit waktuitu. Ada
kekhawatiran bahwa wanita muslimah yang dinikahi akan mengikuti agama suami
yangnon-muslim, karena kedudukan suamiHakm rumah langgasangatdominan di
masyarakat Timur-Tengah yangsangat lelaki.* Posisi suami yangmemegang kendali
tersebut ditakutkan akan membuat istrinya yang muslimah keluar dari agama Islam.
Karena itulah, pemikahanwanitamuslimahdenganprianon-muslim dilarang. Namun,
jika keadaan telah berubah seperti saat ini: jumlah wanita muslimah sangat besar
dan dominasi istri dalam rumah tangga semakin kuat, apakah hukum Islam juga
akan berubah? Suara-suara dan cakrawala bam sudah cukup banyak dilontarkan

UmiyyahjJilid V, p.38,50.Shafi'i, Jilid.IV,p. 182,269,Jilid-V,p 6,7,269. Sabiq, o/i:f7V'.,JiIid. II, pp.
-90-94.

^ Sahnun Ibn Sa'ad al-Tanukhi(tanpa tahun), al-Mudannvanataf-Kubrd U at-lmamMalik, (ed.) 'Ali
Ibn Abd Rahman al-Hashimi,XI Jilid, KaiioiDar al-Nashi, Jilid IV,pp. 105-6.

al-Sarakhsi, o/'.aV'., JilidV, p. 50,'Shafi'i,"^. £?/., Jilid IV, p. 266.
^ al-Sarakhsi, op.cit., p. 200,Shafi'i, op.cit., Jilid."\'̂ , pp. 204, 243,Muwaffaqal-Din Ibn Qudamah,

(1983/1403),i3/-Mj^Aw^Xin Jilid,Beirut:Dar al-Kutubal-'Araby,JilidIX, pp. 76,253-55.
^ al-Tanukhi, op.cii.,yiM IX, pp. 8, 9,12,13.
" al-Tanuhhl, op.dt.,]''̂ d IX, pp. 13-14.
^ al-Tanukhi, qftnV., Jilid IX, p. 87.
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parapemikir muslim, tapi dapatkah mereka menentang arus utama fikih klasik yang
masih dominan di tengah masyarakat Islam hingga hari ini? Waktu yang akan
menjawabnya.
2. Kesaksian Non-muslim

Menurut Malik, Kesaksian non-muslim terhadap orang Islam tidak ditedma '̂.
Bahkan, menurut Malik, persaksian antara non-muslim ditolak, hanya muslim yang
diterima kesaksiannya dan berhak memberikan kesaksian atas kasus antar mereka^.
Malik juga tidak menerima sumpah non-muslim. mereka boleh bersumpah, tapi hams
menyebut nama AUah^^. Menurut Syafi'i kesaksian non-muslim ditolak selamanya,
baik terhadap muslim atau sesama non-muslim, sebab menumtnya, persyaratan untuk
bersaksi adalah Islam, dengan sendirinya persaksian non-muslim tertolak, kecuali
setelah mastik Islam^°.

Menurut Hanafi persaksian non-muslim ditolak, sebab syarat memberikan
kesaksian adalah Islam, kecuali dakm keadaan darurat seperti wasiat muslim yang
jikan meninggal dan sedang dalam perjalanan, atau ketika tak ada lagi orang muslim,
maka persaksian non-muslim dapat diterima. Walaupun, menurut Hanafi, kesaksian
non-muslim terhadap muslim tidak diteidma^^ Namun, Hanafi memberikan hak
persaksian bagi non-muslim terhadap non-muslim lainnya, jika ada suatu kasus atau
masalah antar mereka^^. Bahkan, persaksian non-muslim diterima terhadap muslim
penjamin (mustakmin). Alasan Hanafi, non-muslim yang dijamin itu tinggal di wilayah
umat Islam, karenanya memiliki kedudukan yang sama dalam memberikan kesaksian
seperti muslim^^.

Dari semua madzhab yang disebutkan, hanya madzhab Hanafi yang
memberikan hak bersaksi bagi non-muslim dalam kasus antar mereka, bahkan untuk
memberikan persaksian terhadap muslim yang memberikan jaminan. Sementara
madzhab lainnya sama sekali menghapus hak non-muslim untuk bersaksi, sekahpun
bersaksi dalam kasus antar mereka.

3. Tindak Pidana oleh Non-Muslim

Semua sanksi hukum pidana Islam berlaku bagi non-muslim yaitu rajam bagi
penzina, potong tangan bagi pencuri, cambuk bagi penuduh zina, kisas bagi
pembunuh, bunuh bagi penyamun, kecuali minum khamr (minuman yang
memabukkan), non-muslim tidak dikenai sanksi.

MenurutHanbali semua hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam berlaku
bagi non-muslim seperti had zina, membunuh, mencuti dan qad^^af (menuduh

^ Shafi'i, op.cit., Jilid. ^11, p. 47.
^ al-Sarakhsi, JilidIX,p.74,Jilid. XII, p. 165,JilidXIX, p.l2.

al-Satakhsi, op.dt.,]^dIX,p.146,Jilid. X\TII, p. 170,Jilid XIX,p.12.
al-Sarakhsi, op,dt.,]Sid X\n[, p. 139.

" Ibn Qudamah, op.dt., p. 619.



Posist Non Muslim 127

betzina) '̂'. Menurut Syafi'i, hukum non-muslim dalam tindak pidana pembunuhan
sama seperti yang bedaku bagi muslim. Pelaku pidana zina non-muslim dirajam.
Sementara iintuk tindak pidana minum khamar tidak dikenai sanksi, sebab khamar
itu halal bagi mereka. Pembayatan diyat (uang penggantian) atas tindak pidana yang
dilakukan oleh non-muslim seperti yang berlaku bagi muslim. Tapi sebaliknya, jtka
non-muslim yang berhak mendapat pembayaran diyat, penggantiannya lebih sedikit,
seperti diyat janin non-muslim hanya sepersepuluh diyat budak, kecuali jika bapaknya
muslim, maka diyatnya seperti diyat bayi mukmin^^.

Menurut Maliki, dalam tindak pidana zina, jika lelakinya muslim dan
perempuannya non-muslim, baik di Dar al-Is/am maupun di Dar al-Piarh, maka
lelakinya dirajam, sementara wanita non-muslim diserahkan urusannya menurut
ketentuan agamanya^^. Tindak pidana qadzaf yang dilakukan muslim terhadap non-
muslim atau sebaliknya, dikenai sanksi hadcambuk^^. Tindak pidana pencunan yang
fli1<tknkiin non-muslim adalah potong tangan seperti yang berlaku bagi muslim.
Adapun tindak pidana rninnm ^amar tidak dikenai sanksP®. Untuk tindak pidana
pembunuhan yang Hil^iknkan oleh non-muslim terhadap muslim atau sebaliknya,
hukumannya sama dengan yang berlaku bagi muslim '̂. Namun untuk diyat non-
muslim, baik lelaki maupun wanitanya, hanya setengah dari diyat muslim'*®.

Menurut Hanafi tidak ada sanksi tindak pidana zina yang dilakukan non-
muslim, sebab syarat dirajam adalah harus ihsdn (terjaga), dan ihsan menurut Hanafi
adalah harus beragama Islam, karena mereka bukan orang Islam, makanya mereka
tidak dirajam"**. Begitu juga bagi mustakmin yang berzina dengan perempuan muslim
atau perempuan non-muslim tidak dirajam. Untuk tindak pidana qadi^af yang
Hibknkan non-musIim sanksinya sama dengan muslim yaitu dicambuk"*^.

Dari semua pendapat di atas, hanya pendapat Hanafi yang dengan jelas
mengatakan bahwa non-muslim itu tidak dikenai sanksi zina berupa rajam jika
mereka berzina. Sementara bagi ketiga fukaha yang lain dengan sangat jelas
menyatakan bahwa hukum Islam berlaku bagi non-muslim yang melakukan tindak
pidana.
4. Transaksi Ekonomi

Menuruthukum Islam, dalam transaksi ekonomi seperti jualbeli, non-muslim

^ Shafi'i, Jilid VI, pp. 46,111,139.
al-Tanukhi, Jilid XI, p. 20.

^ al-Tanukhi, qft-ciV., JilidXI, pp 37-38.
al-Tanukhi, Jilid XI, p. 119.
al-Tanukhi, op.cit.y p. 365.
al-Tanukhi, op.dt., p. 311.
al-Sarakhsi, Jilid IX, pp. 39-40.
al-Sarakhsi, q6.aV., JilidIX,pp.41,55, 85.
Sabiq, op.cit.,]iM III, p. 65.
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dilarang melakukan riba**'. Menurut Hanafi, non-muslimtidak boleh melakukan riba
dalamtransaksi ekonomiJika merekamelakukannya, merekadikenakansanksi had^.
Tapi, mereka boleh melakukan riba di Dar al-Harb'̂ ^. Jual-beli dengan non-muslim
dengan barang yang haram, menurut Hanafi, boleh dan sah, begitu juga menyewakan
rumah kepada non-muslim untuk berjualan khamar. Masih menurut Hanafi bahwa
menggadaikan barang antara non-muslim dan muslimitu boleh dan sah**^.

Menurut Malik, jual-beliyang dilakukan non-muslim sah dan boleh termasuk
jual-beli budak muslim. Namun, untuk budak non-muslim, Malik dengan tegas
mengatakan bahwa budak non-muslim dilarang jual-belikarena mereka suka berbuat
riba**'. Yang dilarang dalam jual-beli ialah berbuat riba. Karena itu, jual-beli oleh
non-muslimdenganriba dilarangwalaupundiDdral-Harif'̂ . Mengenai usahabersama
antara non-muslim dan muslim tidak boleh, kecuali seluruh transaksi melibatkan
keberadaan muslim'*'.

Menurut Syafi% non-muslim bebas melakukan perdagangan (jual-beli) dan
tidak dipungut ft)ajak) lagi^®. Yangdilarang menurut Syafi'i adalahnon-muslim
melakukan riba dalam transaksi ekonomi itu. Menurut Hanbali non-muslim boleh

melakukan transalai jual-beli dan bekerjasama dengan muslim tapi tidak boleh
melakukan riba dan jual-beli barang haram^*. Non-muslim boleh membayarmuslim
untuk bekerja padanya®^. Tapi muslim tidak boleh menjual budak muslim kepada
non-muslim^^. Adapun, menyewakan atau menjual tanah ke non-muslim, makruh
hukumnya, sebab menurut Hanbali pemasukkan pajaknya akan hilang jika tanah
itu dijual atau disewakan ke non-muslim^.

Dari keempat mazhab Sunni ini nampak bahwa ketiga mazhab memberikan
ruang yang sangat sempit bagi non-muslim untuk melakukan transaksi ekonomi,
hanya Hanafi yang memberikan kelonggaran bagi non-muslim untuk melakukan
transaksi ekonomi, seperti jual-beli.
5. Wasiat, Waris, Sedekah dan Hibah non-Muslim

Menurut Malik, wasiatmuslimkepadanon-muslimatau sebaliknya itu dilarang,

al-Sarakha, Jilid IX, p. 89.
al-Sarakh^ op.di., Jilid XTV, p. 56.
al-Sarakhsi, ^.flV.JiKdXIV,p. 168,Jilid. XVI, p. 38,JiUd. XXI, p. 149.

^ al-Tanukhi., <^<7V'.,JilidIX,p. 167.Berdasarkan firmanAllah QS.al-NisaV4:161.
^ al-Tanukhi., Oj&aV., JilidVII, pp. 257,263-4.
^ al-Tanukhi., q&aV.,JilidIV, p.38.LihatjugaKh^d 'Abd Rahman al-lk (1993/1413), Mt/awhto

al-Fiqh al-Mdiiki, Damaskus:Dar al-Hikmat,JiHd IV,p 29.
Shafi'i, op-cit., JilidW,p. 281.

^ Ibn Qudamah, Jilid V, p. 109.
Ibn Qudamah, Jilid p. 307.
Ibn Qudamah, opaV., Jilid X, p. 406.
Ibn Qudamah, op.cit., Jilid II, pp. 592-3.

" al-Tanukhi, JilidX, pp. 35-36,143-144.
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sebab syarat wasiat adalah harus adil dan non-muslim itu tidak adil^^. Masalah waris
non-muslim kepada muslim atau sebaliknya tidak boleh, sebab perbedaan agama
menghalangi pewarisan antata mereka '̂̂ . Hibah dan sedekab non-muslim kepada
muslim atau sebaliknya diperbolehkan^^.

Menurut Hanbali, wasiat antara non-muslim dan muslim diperbolehkan.
Namun, non-muslim tidak boleh mewasiatkan atas al-Quran dan budak Islam serta
apa yangHilarang olehshanah sepertimembangun gereja, jual-beli khamardan babP®.
Sedekah kepada non-muslim bolehselain sedekah fitrah^^. Untukmasalah pewarisan,
non-muslim tidak bisa mewarisi muslim dan sebaliknya, namun antar non-muslim
bisa saling mewarisi^.

Menurut Hanafi, non-muslim tidak bisa mewarisi muslim dan sebaliknya '̂.
Tapi, non-muslim boleh mewariskan antar mereka^^. Hibah antara non-muslim
denganmuslim boleh, namTin tidakboleh memberi barangyangdiharflmkan seperti
khamar"'. Non-muslim tidakbolehberwasiat kepada muslim, karena wasiat itu adalah
bagian dari wilayah (kuasa) dan tak ada kekuasaan non-muslim atas muslim. Menurut
Syafi'i non-muslim tidak bisa mewarisi muslim dan sebaliknya"''. Hibah juga
diperbolehkan oleh Syafi'i selama bukan atas barangyang dilarang syariah.

Dari keempat pendapat fiikaha Sunni di atas hak non-muslim dalam hal wasiat,
hibahdan sedekah saling berbeda: adayang membolehkan danmelarang. Sementara
dalam hal waris, keempat mazhab sepakat melarangpewarisan antara muslim dan
non-muslim.

6. Ibadat

Untuk masalah ibadat, non-muslim diberikan kebebasan menjalankan ajaran
agamannya"'. Salah satu contoh adalah perjanjian yang oleh Nabi dengan
orang-orang Kristen Najran, yang menjamin kelangsungan hidup lembaga-lembaga
Kristen. Contohyang lainadalah garis kebijakan yang diberikan Nabi kepadaMu'adz
Ibn Jabal yang hendak berangkat ke Yaman "Tidak seorang Yahudi pun boleh
diganggu menjalankan syariat agamanya sendiri." Hal ini sebagai imbalan dari

al-Tanukhi,op.cit.,]iM. X, p. 59.
^ al-Tanukhi, JjlidX, pp.267,317.

Ibn Qud^ah, al-Mughnty Jilid VI, p. 530.
" Ibn Qudamah, al-Mughni, XI, p. 110.

Ibn Qudamah, alSharb al-Kabtry qftaC., Jilid IV,p. 77.
" al-Saiakhsi, op.cit.,]m VH. p. 77.
" al-Sarakhsl, JilidXXX,p 30.
" al-Sarakhsi, ^.aV.,JilidXI, p. 106.
" Shafi'i, JilidIV, pp.73,83.
" Sabiq, op. nV., JilidIII, p. 65.

IgnazGoldzihet(1991), PengantarTeoIogi dan HukumIslam(Introductionto Islamic Theol
ogyandLaw), penerjemah Hetsti Setiawan,Jakarta:INIS, pp.31-2.
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pembayaran jizyah, mereka diizinkan menjalankan syariat agama masing-masing
tanpa gangguan^^. Namun, teks-teks hukum Islam menunjukkan pembatasan
keberagamaan non-muslim, seperti yang dipaparkan di bawah ini.

Menurut Hanbali non-muslim dilatang membangun gereja, mengeraskan suara
mereka ketdka membaca kitab suci mereka, menampakkan khamar danbabi. Mereka
dilarang menampakkan salib dan metayakan had raya keagamaan mereka. Mereka
juga dilarang membunyikan lonceng gereja, bahkan mereka dilarang mendirikan
bangunan lebih tinggi umat Islam. Dalam penampilan keseharian, non-muslim
harus membedakan dirinya d^in umat Islam tniilai dari model rambutnya, bajunya,
kendaraannya, serta panggilannya* '̂.

Menurut Syafi'i pembangunan gereja di dekat pemuldman muslim dilarang.
Bangunan non-muslim pun tidak boleh lebih tinggi dari bangunan muslim. Non-
muslim juga tidak boleh mengeraskan suaranya ketika mereka beribadah dan
membunyikan lonceng. Dan jika mereka melakukannya, maka mereka dihxikum^®.
Menurut Abuhanifah, tidak boleh membangun gereja bam,tapi boleh membenarkan
bangunan ibadah yang msak®^. Mengenai pengurusan gereja, menurut Syafi'i dan
Hanbali, non-muslim tidak boleh diberi hak milik dan pengumsan tempat ibadah,
menurut Malik dan Hanafi mereka diberi hak milik dan pengurusan atas tempat
ibadah mereka^°. Non-muslim juga dilarang membawa senjata, tidak boleh naik
kuda dan harus bersikap sopan kepada muslim'̂

Hak non-muslim dalam kebebasan beribadat menjadi persoalan yang sangat
pelik dan selalu menyebabkan perjanjian baru {mu'ahadal)) antara non-muslim dengan
penguasa Daral-lsldn?'̂ . Sebagaimana halnya hak mendirikan gereja atau memperbaiki
yang gereja yang telah rusak selalu menjadi masalah dalam hukum Islam^^. Jadi,

urusan ibadah sekahpun, para fukaha memberikan ruang yang amat sangat
sempit dan terbatas bagi non-muslim. Sikap diskriminatif yang ditunjukkan oleh
pendapat-pendapat ahli hukum Islam klasik awal ini sangat menonjol.

Ibn Qudamah, al-Sharh al-Kabir, op.cit., JilidV, pp. 619-623.
" Ibn Qayyimal-Jauziyyah 0-^^SI\A\^,.AhkamyM}lcil-T)tdtnntah, (ed.) ThahaAbdRauf Sa ad, II

Jilid, Beirut :Daral-Kutub al-Ilmiyyat, Jilid II,pp. 143,154.
aUMimmi, op.cit., p. 129.

• " Ibn Qayyim, op.cit., p. 125.
™D.B. Macdonald (1913), "Dhimma," dalam Emyciopedie de llslam, diedit oleh M. Th.Houtsma,

R.Basset, TWArnold danR.Hartmann, Leiden danParis: EJ. Brill danPicard, p.984.
Ignaz Goldziher, 1913, "Ahlul Kitab," d'̂ m.EtKyclopedie de llslam, diedit oleh M. Th. Houtsma,

R. Basset, TW Arnold dan R. Hartmann. Leiden dan Paris: EJ. Brill dan Picard, pp. 188-9.
'=HA..R. Gibb danJH. Kramers {\9n),Shorlerof Encyclopaedia of LeideniEJ.BriU, pp. 16-

17.

Bleuchot, op.cit., pp. 76-79.
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D. Penilaian atas Pandangan Fukaha •
Jika diHbat dan kaca mata kekinian, pandangan para fakih terhadap non-

muslim jelas sangat diskriminatif dan sangat buruk. Pandanganmerekabisamenjadi
akar konflik hubungan antara Islam dan non-Islam. Tegasnya, doktrin hukum Islam
yang ekslusifdapat menjadipeletup konflik antaragama di dunia ini Adanyagejolak
permintaan penerapan hukum Islam yang menguat di berbagai belahan dunia
belakangan ini cukup mengkhawatirkan kalangan non-muslim.

Tentu, menetapkan hukum Islamyang terjabarkandalamIdtab-kitab karangan
para fakih klasikawal ini saat sekarang sangat tidak relevan dan bertentangan dengan
nilai-nilai demokrasi, seperti hak asasi manusia, persamaan, dan kebebasan
berpendapat dan betagama. BCarenanya, tidak mungkin menerapkan hukum Islam
yang dibuat oleh para fakih klasik yang hanya cocok pada masanya. Oleh karena
itu, adalahpentingmemahamimengapapara fakihklasik awalIslaminimengeluarkan
pendapat yang sangat *keras' untuk non-muslim. Kita akan mencoba melihatnya
dari konteks sejarah politik dan teologi, sehingga kita dapat 'mengerti' mengapa
paraahlihukumIslamawal inimengeluaikan pendapatnya sedemikian rupa terhadap
non-muslim.

Keempat fukaha yangdijadikan rujukan dalam tulisan ini hidup pada abad II-
in H./VHI-IX M., yaitu pada akhir masa kekuasaan dinasti Umayyah dan paruh
pertama kekuasaan dinasti Abbasiyyah. Pada paruh kedua kekuasaan dinasti
Umayyah mengalami ktisis politik yang luar biasa, hal itu terjadi sekitar tohun 717-
750 M. Tahun-tahun, setelah kematian Harun al-Rasyid, ini terjadi pemberontakan
di mana-mana. Agama dijadikan alatpropaganda untuk melawan penguasaUmayyah
mulai dati Khurasan (Iran), Kufah (Irak), hingga Afrika Utara. Di saat ktisis politik
Umayyah, mimcullah pemberontakan awal Abbasiyyah yang dimnki di Iran tabnn
747 M. Pada akhimya, penguasa terakhir Umayyah, Marwan, kalah dalam perang
tahun 750 M., dan dieksekusi mati di Kairo setelah melankan dud. Setelah itu lahirlah

dinastibaru,yaituAbbasiyyah. Paruh pertama kekuasaanAbbasiyyah jugamengalami
hal yang sama; Pemberontakan terjadi di mana-mana'"*. Pada saat yang bersamaan
daerah taklukkan yang dilakukan oleh Umayyah, kemudian dilanjutkan oleh
Abbasiyyah semakin luas. Benua Afdka, Asia dan Eropa dikuasai oleh umat Islam.

Dengan mehhat konteks sejarah politik masa di.mana keempat fukaha itu
hidup, maka nampak bahwa mereka hidup .pada saat krisis politik internal umat
Islam dan sekahgus ekspansi besar-besamn oleh penguasa Islamkeberbagai penjiuru
dunia. Untuk mempetkokoh persatuan umaflslam dan menjaga supremasi Islam
atas agama lain di daetah yang ditaklukkan, maka, mungkin sekaU, para keempat
ahli hukum Islam tersebut mengeluarkan ijtihad hukum mereka yang menurut kita

Bleuchot, op.dL, pp. 81-82.
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sekarang sangat diskriminatif dan keras, tetapi sangat tepat dan cocok untuk konteks
masa itu. UmatIslam butuh konsolidasi internal dansupremasi, maka hanya hukum
yang bisa iDerbuat banyak' bagi umat Islam saat itu.

Mengapa hukum menjadi lebih dominan saat itu? Dalam konteks sejarah
teologi Islam, masa-masa itujuga tengah terjadi perang teologi di dalam tubuh umat
Islam. Abad II H./VIII M. merupakan masa gejolak intelektual yang penuh dengan
tendensi sekte dan aliran teologi. Saat ituada dua aliran besar dalam Islam: Qadariyyah
danJabbatiyyah. Qadariyyah berpaham bahwa manusia mampu dan bisa menciptakan
perbuatannya sendiri. Manusia itu bebas, dengan kapasitas intelektualnya dapat
menentukan baik-buruk dan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Pada
gilitannya Qadariyyah akan melahirkan paham Muktazilah. Bagi pemikir aliran ini;
Ilmu kalam harus menjadi jantung Islam.

Jabbariyyah berpaham kebalikan dari Qadariyyah, yaitu bahwa manusia itu
tidak bebas berbuat, karena semua perbuatannya sudah ditentukan oleh Allah.
Jabbariyyah sendiri kemudian melahirkan paham Asy'ariyyah. Para pemikir yang
mengikuti aliran kedua ini adalah kaum tradisionalis atau Ahlus Sunnah. Para ahli
hukum Islam awal hampir semuanya mengikuti paham ini^^ Qrecuali Hanafi). Oleh
karena itu, bagi meteka hukum harus menjadi jantung Islam. Hukum adalah segala-
galanya. Pertarungan kedua aliran teologi, pada akhirnya, dimenangkan oleh aliran
kedua yang pro-hukum.

Pada tahap selanjutnya, hukum memainkan peranan yang penting di dalam
tubuh umat Islam. Karena posisi strategis ini, maka, dengan segala kemungkinan,
para ahli hukum Islam awal ini membuat ijtihad hukum mereka, seperti yang telah
dipaparkan di atas, untuk menjaga supremasi umat Islam atas umat-umat lain. Nuansa
politis dari ijtihad hukum keempat fakih ini sangat kentara. Tujuannya tak lain adalah
kekuasaan dan kontrol penuh atas non-muslim dalam segala hal.

E. Fenutup
Status hukum non-muslim dalam kitab-kitab fikih, seperti yang telah

dipaparkan di atas, berada dalam posisi serba terbatas. Non-muslim mengalami
perlakuan yang tak sama di depan hukum; sumpah non-muslim tidak diterima, non-

.muslim tidak petnah bisa bersaksi melawan muslim, diyat non-muslim dihargai hanya
setengah dari diyat muslim dan lainnya. Dalam menjalankan ajaran agama, non-
muslim mengalami bermacam-macam diskrimmasi seperti pelarangan mendirikan
gereja di Vdr al-lsldm. Untuk urusan publik tetap menjadi hak ekslusif umat Islam,

Sami Awad Al-Deeb Abu-Sahlieh (1979), Hon-musulmans en Pays dislatn, Zurich: Universitaires
Fribourg Suisse, pp.-49-59. Lihat jugaAbduUahi Ahmed An-Naim (19.97), Dekoniruksi Syariah, (Toward
anIslamic Reformation, Civil Liberties, Human Rights andInternationalLaw), penerjemahJadul Maula
& ImamAziz,Yogyakarta:LKiS, pp.172,246, 337.



Posisi Non Muslim 133

non-muslim ddak mempunyai hak. Mereka tidak bisa menjadikepalapemerintahan,
menteri, hakim pengadilan, sekretads, bendahara, sebab semua posisi itu hanya
disediakanuntuk Muslim'̂ . Dalam masalah hukum keluarga dan perdata, non-mnslim
barns tunduk pada hukum Islam. Jika mereka terlibat suatu masalah dengan Mus
lim,tnaka hukum Islamyanghatus diterapkan. Yang lebihmengherankan, parafakih
klasik sudah apriori terlebih dahulu terhadapnon-muslim sebelum membuktikannya
terlebih dahulu, seperti pendapat yang mengatakan bahwa non-muslim itu tidak
adil. Bagaimana para fakih tahu bahwa semua non-muslim itu tidak adil? Apakah
juga semua muslim itu adH ? Menurut penulis, hal seperti itu adalah penilaian yang
tergesa-gesa dan mengada-ada.

Persoalan yang terbesarmengapanon-muslim hams menjadi sasaran hukum
Islam,yang dijabarkan darikeyakinan keagamaan umat Islam. Nampaknya, keadaan
sepertiini mempakan akibat langsung dan status dzimmi yang disandang olehpara
non-muslim yang tinggal didaerah pemerintahan Islam. Mereka ditekan dandikuasai
melalui status dt^immi. Maka dzimmah menjadi contoh hukuman formal yang
disahkan. Dengankatalain, politik dzimmah dalam hukumIslam yangdiberlakukan
kepada non-muslim adalah keberhasilan politik arabisasi dan Islamisasi penduduk
asU^l
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